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Pendahuluan

Berstatus negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia sekaligus
megara terbesar yang menganut sistem demokrasi di Asia Tenggara merupakan suatu
potensi yang sangat besar bagi Indonesia dalam memberikan contoh pelaksanaan
demokrasi yang baik, yaitu dalam hal pelaksanaan prosesi suksesi negara melalui
pemilihan umum maupun dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi.

Implikasi Indonesia sebagai negara demokrasi dapat dilihat dengan telah
Slangsungkannya Pemilihan Umum di Indonesia selama 11 kali secara normal, yaitu
mhun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 199, 1999, 2004, 2008, dan yang terakhir ialah
“emilu 2014 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) maupun calon Presiden dan Wakil
“residen. Di dalam catatan sejarah, pernah terjadi perubahan sebagian sistem di dalam
“emilu sebelum tahun 1999 (pra reformasi) dan Pemilu setelah tahun 1999 (pasca
seformasi). Sebelum reformasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh
WFR_ Sedangkan pasca reformasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilangsungkan
secara langsung oleh rakyat dengan menggunakan sistem one man one vote sesuai amanah
sncang-undang Pemilu Presiden.

Di dalam Undang-Undang Pemilu Presiden yakni Undang-Undang Nomor 42 tahun
. digjawantahkan beberapa aturan mengenai sistem Pemilihan Umum Presiden,
wnara lain dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dan dengan berprinsip
smesung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di dalam Undang-Undang Pemilu
_emslanf serta Undang-Undang Pemilukada pun menyatakan demikian.

Sistem Pemilihan Umum Indonesia seluruh pemilih tetap.
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Namun, hal yang mengkhawatirkan
justru mulai terjadi setelah tahun 1999 atau
pasca reformasi. Tingkat partisipasi
pemilih yang mempunyai hak di dalam
Pemilu berangsur menurun. Tak hanya di
dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
(Pilpres), tetapi juga Pemilu legislatif
(Pileg) dan Pemilu kepala daerah
(pilkada). Hal ini merupakan penurunan
apabila mengingat Pemilu pertama di
masa orde baru dengan tingkat partisipasi




pemilih mencapai 96,6% dari jumlah
seluruh pemilih. Bandingkan saja dengan
tingkat partisipasi Pemilu di tahun 2004
yang hanya 84,1%, lalu tahun 2009
dengan tingkat partisipasi 70,9%, dan
terakhir di tahun 2014 dengan tingkat
partisipasi 74,11% dari seluruh daftar
pemilih tetap.

Dari data tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwasanya tingkat
ketidakpedulian masyarakat terhadap
proses suksesi kekuasaan yang
diejawantahkan melalui Pemilu semakin
meningkat. Anthony Giddens mengkritik
fenomena golput di dalam bukunya
dengan mengatakan “haruskah kita
menerima lembaga-lembaga demokrasi
tersingkir dari titik dimana demokrasi
sedang marak?”,

Hal ini menjadi suatu fenomena
yang harus dipandang serius untuk
menguatkan legitimasi Pemilu agar jangan
sampai prosentase golput secara kuantitas
justru lebih besar dari pada jumlah
prosentase masyarakat yang memilih. Jika
hal itu terjadi, otomatis dapat mengurangi
kualitas proses Pemilu dan mengurangi
kredibilitas lembaga politik yang ada di
Indonesia baik lembaga eksekutif maupun
legislatif.

Partisipasi Politik Rakyat dan
Fenomena Golput dalam Pemilu di
Indonesia

Partisipasi politik merupakan hal
yang mutlak agar proses demokrasi yang
ada di suatu negara dapat berjalan dengan
baik. Menurut Huntington dan Nelson,
partisipasi politik adalah kegiatan warga
negara yang bertindak sebagai pribadi-
pribadi, yang dimaksud untuk
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mempengaruhi pembuatan keputusan oleh
pemerintah. Partisipasi biasa bersifat
individual atau kolektif, terorganisir atau
spontan, mantap atau sporadik, secara
damai atau dengan kekerasan, legal atau
ilegal, efektif atau tidak efektif. Dalam
definisi tersebut, Huntington dan Nelson
lebith memfokuskan bahwasanya
partisipasi politik oleh rakyat berkisar
pada kegiatan rakyat di luar birokrasi
pemerintahan tetapi dapat mempengaruhi
kebijakan politik oleh pemerintah yang
salah satunya melalui Pemilu.

Nie dan Verba berpendapat bahwa
partisipasi politik adalah kegiatan pribadi
warga negara yang legal yang sedikit
banyak bertujuan langsung untuk
mempengaruhi seleksi pejabat negara dan
tindakan yang diambil oleh mereka. Dari
definisi tersebut, dijelaskan bahwasanya
kegiatan pribadi para warga negara yang
memiliki hak sebenarnya dapat ikut
menentukan proses pemilihan pejabat
yang layak dan juga dapat mempengaruhi
kebijakan yang mereka ambil.

Dalam pendapatnya, Miriam
Budiardjo mengatakan bahwa partisipasi
politik adalah kegiatan seseorang atau
kelompok orang untuk ikut serta secara
aktif dalam kehidupan politik, yaitu
dengan jalan memilih pimpinan negara
dan, secara langsung atau tidak langsung,
mempengaruhi kebijakan pemerintah
(public policy). Kegiatan ini mencakup
tindakan seperti memberikan suara pada
pemilihan umum, menjadi anggota partai
politik, mengadakan hubungan dengan
pejabat pemerintah atau anggota
parlemen, dan sebagainya. Menurut
pendapat tersebut, partisipasi politik tidak
hanya berarti partisipasi di luar tetapi juga
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bisa untuk turut serta aktif di dalam
pemerintahan maupun legislatif.

Dari pendapat para pakar politik
tersebut, dapat diketahui bahwa makna
partisipasi politik adalah aktifitas politik
vang bersifat personal untuk berperan
serta dalam proses Pemilu untuk memilih
pejabat publik dan juga untuk
mempengaruhi proses kebijakan publik.

Melihat pendapat dan pemikiran
politik tersebut, dapat pula dicermati
ungkat partisipasi politik pemilih di
‘mdonesia secara kuantitatif dari tiap
penode ke periode berikutnya.

Di dalam tabel data pemilihan umum
sasional di bawah, dapat kita lihat bahwa
pada masa rezim orde lama (1953), rezim
pede baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992,

dan 1997), dan juga pada masa awal
reformasi (1999), tingkat partisipasi
politik masyarakat cukup tinggi, dengan
tingkat partisipasi yang selalu diatas 90%
dan tingkat golput yang relatif rendah,
yakni dibawah 10%. Hal ini sangat
kontradiktif dengan partisipasi pemilih di
tahun 2004 secbesar 84,1% tetapi
prosentase golput mencapai 15,9%, tahun
2009 sebesar 70,9% dengan prosentase
golput mencapai 29,1%, dan tahun 2014
sebesar 74,11% dengan prosentase golput
mencapai 25,89%. Tahun 2014 memang
terdapat penurunan prosentase golput,
tetapi masih selisih jauh apabila
dibandingkan dengan partisipasi pemilih
dan prosentase golput di masa awal
reformasi, orde baru, maupun orde lama.

Tabel I: Tingkat partisipasi rakyat dan jumlah golput dalam pemilu nasional

PARTISIPASI | JUMLAH | TINGKAT GOLPUT
RAKYAT GOLPUT DARITAHUN
v ; SEBELUMNYA
$55 91,4% ! 8,6% } .

37 ] 96,6% 3,4% TURUN
377 o OB } 3.5% = NAIK
2 | 96.,5% ‘ 3,5% 1 SAM A
387 96,4% 1 3,6% 1 NAIK
592 95.1% 4.9% | NAIK
93,6% 6,4% | N A IK
33 92.6% 7.4% ‘ NA IK
2004 | 84,1 15,9% ‘ NA IK
2009 | 70,9% 29,1% ‘ NAIK
2914 74,11% 25.89% ' TURUN

sumber: KPU dan BPS, via Litbang Kompas
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Hal ini dapat juga diasumsikan
sebagai tingkat kepercayaan rakyat yang
turun terhadap pemerintah maupun proses
Pemilu sebagai pengejawantahan amanat
dari rakyat kepada pemerintah, dengan
ditunjukkannya data statistik mengenai
makin meningkatnya prosentase golput
dari waktu ke waktu.

data empiris mengenai besarnya golput di
dalam Pemilu ditunjukkan dalam pilkada
langsung yang dimulai setelah tahun 2004,
Dalam hal ini, penulis mengambil data dari
pilkada di Provinsi Jateng, yang apabila
dilihat selama dua kali pilkada
berlangsung, jumlah golputnya hampir
menandingi jumlah pemilih aktif.

Senada tetapi lebih memprihatinkan,

TABEL 11

TINGKAT PARTISIPASI
PILKADA JATENG

RAKYAT DAN JUMLAH GOLPUT DALAM

TAHUN PARTISIPASI RAKYAT JUMLAH GOLPUT
2008 55,03% 44,97%
2013 55,73% 44,27%

*Sumber dari KPU RI dan BPS, via Litbang Kompas

Hal ini juga dapat dipahami sebagai kritik masyarakat kepada pemerintahan di
tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan juga merupakan peringatan yang
serius bagi proses demokrasi di Indonesia. Apatisme politik, apabila terjadi terus menerus,
dikhawatirkan dapat membuat Indonesia menjadi sinking state (negara karam) yang dapat
terjadi akibat efek domino yang berawal dari ketidakpercayaan rakyat terhadap proses
demokrasi yang ada dan juga kepada segenap pemerintahan yang berkuasa.

Mengenai Apatisme Politik, McClosky berpendapat bahwa ada yang tidak ikut
pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh atau kurang paham mengenai
masalah politik. Ada juga yang tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan
pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan
memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana tidak ikut serta dalam
pemilihan merupakan hal yang terpuji.

Dari Pendapat McClosky, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang
mengakibatkan seseorang menjadi apatis, bisa karena tidak paham dan tidak ingin paham
mengenai politik, dan ada juga yang diakibatkan oleh pesimisme dan rasa tidak percaya
terhadap pemerintah. Terlepas dari berbagai alasan ataupun faktor yang membuat
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Sememena Golput dalam Proses
Demwid rasi

Dalam era demokrasi pasca
e vang berlaku di Indonesia, yang

S prakieknya, partisipasi aktif orang
e | personal participation) di dalam
s ®emilu merupakan suatu hal yang
B &an diyjamin di dalam konstitusi.
S Samalkan dalam bentuk pemilihan
et Presiden, bahkan kepala daerah
o Geosung.

Samun, ibarat pedang bermata dua,
BN Lamstitus) secara langsung perorangan

S Ssaman oleh konstitusi justru tidak
Ememtsstian dengan baik oleh rakyat
s berbagai hal, baik karena
BEEswaen maupun karena sikap acuh
B sl Menurut Varma, di negara

pemtane lebih disebabkan oleh

Bswaen masyarakat terhadap kinerja
Ememmstan hasil Pemilu yang kurang

S dan memandang nilai-nilai
e kras: belum mampu
Emesmieerakan masyarakat. Kondisi
S akan mempengaruhi proses

sssas kehidupan berbangsa dan
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e menjadi kritik bagi proses

BEEEsS dan juga pemerintahan yang
B sevia partai politik yang ada yang

Biam sarana pembentukan kader
e Pemgejawantahan kritik alami
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dari rakyat inilah, yang apabila dibiarkan
terus menerus, dikhawatirkan dapat
melumpuhkan dan menimbulkan
pembusukan demokrasi dimana partai
politik sebagai pemain utama wadah
aspirasi masyarakat juga memiliki andil
tanggung jawab.

Dalam berbagai hal, banyak pihak
mengkritik bahwasanya demokrasi
sekarang hanya sebatas kebebasan
berpendapat dan mengkritik dan hak
didalam Pemilu, tetapi tidak sampai
kepada subtansi pembangunan di bidang
politik, eckonomi, dan sosial. Menjadi
sebuah ironi, di satu sisi partisipasi politik
menurun dan di saat bersamaan, jumlah
golongan putih justru semakin meningkat.
Apabila dibiarkan terus menerus tanpa ada
evaluasi, dikhawatirkan dapat merusak
kualitas demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Partisipasi politik merupakan
merupakan suatu hal yang mutlak menjadi
hak setiap warga negara dan merupakan
amanat konstitusi, juga bertujuan untuk
pembangunan demokrasi dan politik ke
arah yang lebih baik. Jumlah partisipasi
politik yang tinggi menentukan kadar
keberhasilan demokrasi dan kualitas
pembangunan demokrasi suatu negara dan
juga alat ukur keberhasilan proses Pemilu
sebagai sarana suksesi kepemimpinan
Indonesia yang baik. Sebaliknya, tingkat
jumlah golput menjadi suatu penilaian
negatif terhadap kualitas pembangunan
demokrasi Indonesia dan mencerminkan
nilai buruk bagi proses Pemilu. Sudah
seharusnya pemerintah dan segenap
pemangku kepentingan yang ada
menjalankan kinerja dengan baik dan




amanah guna mendapatkan amanah rakyat
serta kepercayaan dari rakyat sehingga
menghasilkan kecintaan dari rakyat
kepada pemerintah, tidak hanya didalam
proses Pemilu, tetapi juga proses
kepemimpinan pasca Pemilu, sehingga
tercipta negara demokrasi yang
berkualitas dan bermartabat.
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